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BAB I  PENDAHULUAN 
 

Pengarusutamaan gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat 
pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya 
pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam 
memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki 
maupun perempuan.  

A. Latar Belakang  

Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan 
penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat 
oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, 
masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.  

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan 
perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, 
partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan 
dan laki- laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut 
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan 
laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. 

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan 
bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang 
terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 
yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah 
kerangka kerja atau alat analisa. 

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran 
Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di 
Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada 
input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta 
mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah 
pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran 
Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran 
berbasis kinerja menjadi lebih ber keadilan.  

 



LAPORAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

TA 2019 S.D 2020 
- 2 - 

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam 
hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah 
mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan 
PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 
Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, 
Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui 
PPRG di Kementerian/Lembaga dan menjadi acuan untuk Sub Kelompok Kerja 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

B. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan Gender; 
   
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : P.2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 tentang Road Map 
Pengarusutamaan Gender Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024; 
 

2. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 tentang Sub Kelompok 
Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun Anggaran 2019. 
 

3. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok 
Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun Anggaran 2020.  
 

C. Tujuan Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender  
  
1. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar 
lebih terarah, sistematis, dan sinergis dilingkup Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
   

2. Sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan, untuk Kelompok Kerja 
Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan PPRG di Kementerian/ Lembaga, khususnya pelaksanaan PUG 
di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
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BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG 
RESPONSIF GENDER 

 
Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG 

adalah pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang 
diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/ kebijakan seringkali bersifat netral 
gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi 
tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat 
dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan 
upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil 
pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan 
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).  

 

A. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender  
Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan 
kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, 
dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan 
aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik 
dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan 
Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender 
(ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi 
kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.  

Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:  

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan 
guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar 
khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;   

2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi 
masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis aki-laki dan perempuan 
dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;   

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk 
penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan 
maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.  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Melalui penerapan PRG dan ARG, diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:  

a. Lebih efektif dan efisien.  

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan 
laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta 
permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan 
melihat, meneliti dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi 
kebutuhan perempuan dan laki- laki melalui penetapan program/kegiatan dan 
anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi 
kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari 
sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/ kegiatan akan di-
lakukan.  

b. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.  

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan 
permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat 
membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan 
sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda 
tersebut.  

Sehingga dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan 
dan penganggaran pembangunan, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi 
pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir/dihilangkan.  

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap 
perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran 
tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. Oleh 
karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) 
yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan 
mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan 
substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang 
(perspektif ) gender.  

 

 

 

 



LAPORAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

TA 2019 S.D 2020 
- 5 - 

Dalam menerapkan ARG, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:  

1) Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. 
Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.  

2) Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:  
a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDGs;  
b) Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau  
c) Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya 

capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi 
dan/atau pengumpulan data terpilah).  

3) ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan 
setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan 
kesetaraan gender).  

4) ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk 
pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat 
memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut 
mempunyai arti sebagai berikut:  

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki; 
  

b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan 
status,  peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;   

c. ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;   
d. Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan 

untuk  program perempuan;   
e. Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus 

 pemberdayaan perempuan;   
f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk 

 perempuan dalam setiap kegiatan; dan atau   
g. Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender. 

  
 

K/L yang diwajibkan menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan 
pendampingan PPRG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPP & PA).  

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang 
berbasis kinerja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek gender 
bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan.  
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Secara umum, aspek gender terintegrasi dalam bentuk:  

a. Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam 
bentuk analisis situasi/analisis gender.   

b. Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan 
memperhatikan gender.   

c. Pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhati- kan partisipasi 
perempuan dan laki-laki.   

d. Pada kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang 
sensitif gender.   
 

Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. 
Analisis situasi/analisis gender dilakukan pada setiap tahapan  

perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan meliputi RPJMN, Renstra 
K/L, RKP, dan Renja K/L, sedangkan dokumen penganggaran meliputi RKA-K/L 
beserta data dukungnya yang merupakan RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, 
RKP, dan Pagu Anggaran K/L yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. 
Sedangkan Informasi Kinerja paling sedikit memuat program, kegiatan, dan sasaran 
kinerja. Sehingga irisan dari dokumen perencanaan dan penganggaran terletak pada 
program dan kegiatan.  

Alur pikir dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut 
dapat dilihat pada diagram berikut ini:  
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B. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender  
Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat 
dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan GBS.  

1. Analisis Gender 
 

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender 
Analysis Pathway (GAP) yang meliputi Sembilan langkah sebagai berikut: 
• Langkah 1: Melaksanakan analisis tujuan dan program dan kegiatan/sub-

kegiatan yang ada.  
• Langkah 2: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai 

pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang 
kualitatif atau kuantitatif ). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan 
data- data proksi dari sumber lainnya.  

• Langkah 3: Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan 
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan.  
o Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah 

memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-
laki;  

o Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan 
melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan 
ke butuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;  

o Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan 
kesempatan penguasaan yang sama ke pada perempuan dan laki-laki 
untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;  

o Manfaat, yaitu indentifikasi apakah kebijakan/program memberikan 
manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki;  

• Langkah 4: Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya 
dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.  

• Langkah 5: Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada 
proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.  

• Langkah 6: Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan 
pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum 
responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan 
penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.  

• Langkah 7: Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu 
gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan 
untuk mengatasi kesenjangan gender.  

• Langkah 8: Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan 
yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis 
untuk menjadi ukuran. 

• Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun 
outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4 dan 5.  
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2. Gender Budget Statement  

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut 
juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan 
dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk 
menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang 
ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk 
menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen 
yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan 
penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka telah 
dilakukan analisis gender. Dalam praktek penganggaran K/L, GBS disusun pada 
saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.  

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:  

a) Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output yang 
rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/ kegiatan;   

b) Tujuan output kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;   
c) Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan 

yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, 
berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab 
kesenjangan gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan 
bahwa output/sub-output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh 
kepada kelompok sasaran tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu 
gender pada sub-output/komponen yang merupakan bagian/ tahapan dalam 
pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) 
aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat  pada level sub-
output/komponen;   

d) Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Tidak semua sub- 
output/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya sub- 
output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke arah 
kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini 
menerangkan tentang sub- output yang terdapat isu gendernya. Namun jika 
tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang 
terdapat isu gendernya;   

e) Besar alokasi dana untuk pencapaian output;   
f) Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian 

output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan 
ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis 
situasi;   

g) Penanda tangan GBS adalah penanggungjawab Kegiatan yang dijelaskan 
dalam GBS  tersebut.
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         BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN 
GENDER 

 
 

A. Kegiatan PUG Lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK 
  
Telah disusunnya Road Map Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 s.d 2024 turut 

mempengaruhi percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga 

Permasalahan Pemahaman Pengarusutamaan Gender di Unit Pelaksana Teknis 

dapat terselesaikan sejak terbitnya Road Map ini. Rencana Aksi Pengarusutamaan 

Gender sejak Juni 2020 mengalami perubahan akibat dampak dari Revisi 

Pemotongan Anggaran untuk Penanggulangan Wabah COVID-19, sehingga 

memerlukan Indentifikasi Lanjutan untuk Revisi Anggaran lingkup Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 

Mendapat Piagam Inovasi Kepemimpinan yg Responsif Gender di tahun 2019 

merupakan perubahan signifikan terhadap pola pemahaman terhadap 

Pengarusutamaan Gender di dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan 

Kehutanan, selama 2(dua) tahun ini, seperti tertera di dalam tabel  

  
No Kegiatan Sub Kelompok Kerja 2019 2020 
1 Indentifikasi Kegiatan Responsif Gender Ada Ada 
2 Rencana Kerja Sub Kelompok Kerja Eselon I Ada Ada 
3 Gender Analysis Pathway Ada Ada 
4 Gender Budget Statement Ada Ada 
5 Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja Ada Ada 
6 Kegiatan Inovasi Ada Ada 
7 SK Subpokja UPT Ada Ada 
8 Form Isian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Ada Ada 

 
 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  turut  

berperan serta dalam Lomba Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan bagian dari 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat 

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan HIdup dan Kehutanan
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BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG GAKKUM KLHK 
No PERTANYAAN JAWABAN NILAI 
1. KOMITMEN 
Kebijakan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
1 Apakah Unit Kerja Eselon I 

Saudara memiliki kebijakan 
tentang Pengarusutamaan 
Gender 

YA, kebijakan antara lain : 

1. Permen LHK No. P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 Tentang Dukungan Data, 
Informasi Dan Ahli dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 
Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat untuk Tenaga Ahli di dalam 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Permen LHK No. P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 Tentang Seragam Dan 
Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat; Pasal 6, 
Lampiran I; Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat Seragam dan 
Perlengkapan untuk Polisi Kehutanan baik Pria dan Wanita; 

3. Permen LHK P.26/MenLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti 
Tindak Pidana LHK; Pasal 38 s.d 40. Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan 
Manfaat terkait Peruntukan Barang Bukti Temuan untuk Kepentingan Publik atau Sosial;  

4. Permen LHK P.83/MenLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja 
Pelaksanaan Penegakan Hukum bidang LHK di Daerah; Memberikan Akses, Kontrol, 
Partisipasi dan Manfaat untuk Koordinasi Pusat dan Daerah di dalam Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

5. Permen LHK P.22/MENLHK/SETJEN/ SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau perusakan LHK;  (1) Dalam hal pengaduan 
disampaikan langsung secara lisan kepada petugas, pengadu mengisi formulir 
pengaduan. (2) Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan 
bantuan khusus karena keterbatasannya, petugas membantu mengisikan formulir 
pengaduan; Memberikan Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat  untuk pengadu yang 
membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya; 
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2 Apakah peraturan sebagaimana 
disebutkan dalam pertanyaan 
No.1 diatas sudah di 
sosialisasikan/diadvokasikan 

Sudah, kepada : 
1. Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK 
2. UPT BPPH LHK  
3. LSM/NGO 
4. Perguruan Tinggi 
5. Melalui Kanal Website Ditjen GAKKUM KLHK  

 

3 Bagaimana peraturan tersebut 
disosialisasikan/ diadvokasikan 

1. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Ditjen GAKKUM KLHK,  
2. Rapat Penyusunan Anggaran RKA K/L,  
3. Sosialisasi Penegakan Hukum LHK;  
4. Ditahun 2019, dilaksanakan Rencana Aksi Bela Negara  TA 2019, Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum LHK mendukung dengan Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan 
pengamanan Kawasan Hutan dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH di 8 
Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK, di Laporkan per Triwulan kepada Biro Perencanaan 
KLHK, dan PUSJAKSTRA, Kementerian LHK; 

 

Kebijakan terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
4 Apa di Unit Kerja Saudara 

sudah ada kebijakan teknis 
operasional berkaitan dengan 
PUG 

Sudah, terdapat pada : 
a) Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2016 s.d Tahun 2020; 
 

• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2016   

• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2017  

• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2018  

• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2019  

• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2020  
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Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sub 
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (Tahun 2016 s/d 2019) 

 
• SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
• SK.17/PHLHK/SET/SET.1/8/2017 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
• SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
• SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
• Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017 tentang Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

• Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 
P.3/PHLHK/SET/KAP.0/7/2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan 
Penegakan Hukum LHK Tahun 2019; 

5 Apakah Peraturan 
sebagaimana disebutkan dalam 
poin 4 diatas sudah 
disosialisasikan/ di 
advokasikan? 

A. Sudah disosialisasikan pada kegiatan : 
a. Pelaksanaan PUG  
1. Sosialisasi dan Advokasi PUG lingkup Ditjen GAKKUM KLHK  
2. Penyusunan Anggaran Ditjen GAKKUM KLHK sesuai Tagging Gender RKA K/L; 

(Operator RKA K/L dan Fungsional Perencana) 
3. FGD Gender Ditjen GAKKUM KLHK; 
b Penyusunan Renstra TA 2020 s.d 2024 
1. Eselon II  dan UPT BPPH LHK lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK 

sesuai arahan Permen LHK P.63 tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2020 s.d 2024  
2. Tim Penyusun Renstra dan Fungsional Perencana lingkup Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam penyusunan Renstra 
2020 s/d 2024; 

3. Publikasi Laporan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender TA 2015 s.d 2016 
dan TA 2017 s.d 2018 melalui Kanal Website Ditjen GAKKUM KLHK;  
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6 Jika sudah, sebagaimana 
jawaban pertanyaan 5 diatas, 
melalui kegiatan apa  
 

Mendapat Apresiasi Internasional dalam Kegiatan Asia Environmental Enforcement Awards 
2019 dengan Nomor: SP. 445/HUMAS/PP/HMS.3/ 11/2019 Gakkum KLHK Peroleh 
Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019 untuk kategori kategori inovasi, 
integritas dan kepemimpinan gender; 
 
Disosialisasikan melalui : 
Surat Edaran No. S.546/SET/PROEV/ SET.1/7/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pembentukan 
Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) di satuan Kerja Lingkup Direktorat 
Jenderal PHLHK kepada Para Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK; 
 
Kanal Website Ditjen GAKKUM KLHK 
 
Melalui Kanal Youtube  Ditjen GAKKUM KLHK :  

• Penegakan Hukum yang Responsif Gender  
• Srikandi Kehutanan 

 

 

7 Berapa jumlah 
a. Unit Kerja Eselon II 
b. UPT 
di Unit Kerja Eselon I Saudara 
yang telah mendapat 
sosialisasi/advokasi tentang 
kebijakan teknis operasional 
PPRG di K/L  
 

a.  5 (Lima) Unit kerja Eselon II, antara lain : 
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
2) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; 
3) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
4) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 
5) Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

b. 5 ( Lima ) Unit Pelaksana Teknis (UPT, antara lain: 
1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah 

Sumatera; 
2) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah 

Kalimantan; 
3) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; 
4) Balai Pengamanan dan Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah 

Sulawesi; 
5) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah 

Maluku dan Papua. 
c.   < 10 % dari Total SDM 5 (Lima) Unit Eselon II; 
d.    < 5 % dari Total SDM 5 (Lima) UPT BPPH LHK;  
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Rencana pencapaian PUG di masing-masing Satker  
8 Apakah ada rencana 

pencapaian PUG Eselon I yang 
disahkan dengan Keputusan 
atau Edaran 
Dirjen/Kabadan/Irjen atau 
Sekditjen/Sekbadan/Sekitjen? 
Apa nama rencana tersebut?  
 

Ada, yaitu : 
1. Roadmap PUG Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s/d 2024 
2. Draft Renstra Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s.d 2024. 
3. Rencana Kerja PUG Eselon I, Tagging Gender di RKA K/L. 
• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2019 - Hal 18 
• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2020 - Hal 27 
 

Pernyataan ARG Eselon II, Tagging Gender TA 2019 
- Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 
- DIrektorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
- Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 
- Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
 

4. Dokumen PUG Eselon I di dalam GBS, GAP dan TOR/KAK; 
 

- TOR, GBS, GAP PUG TA 2016; 
- TOR, GBS, GAP PUG TA 2017; 
- TOR, GBS, GAP PUG TA 2018; 
- TOR, GBS, GAP PUG TA 2019; 
- TOR, GBS, GAP PUG TA 2020; 

 

 

2. KEBIJAKAN  
Dokumen Perencanaan 
9 Apakah Renstra Unit Kerja 

Eselon I sudah 
mengakomodasikan kesetaraan 
gender? 

Sudah, tertuang pada Draft Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 
2020 s.d 2024, sesuai Pedoman Penyusunan Renstra, Permen LHK P.63 Tahun 2019 
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10 Berapa Jumlah Renstra 
a. Unit Kerja Eselon 2 
b. UPT 
yang menurut penilaian 
Saudara sudah responsif 
gender?  

Sudah, Ditjen. Gakkum LHK sedang menyusun Draft RENSTRA Tahun 2020-2024 sesuai 
Pedoman Penyusunan Renstra, Permen LHK P.63 Tahun 2019 yang akan menjadi Pedoman 
Penyusunan Rencana Strategi untuk 5 (Lima) Dokumen Renstra Eselon II, dan 5 (Lima) 
Dokumen Renstra UPT BPPHLHK; 

 

Dokumen Anggaran (RKA, ARG GAP) 
11 Apakah Unit Eselon I Saudara 

sudah mempunyai GAP dan 
GBS yang sudah ditagging? 
Berapa jumlah yang sudah 
ditagging?  
 

Sudah, Ditjen. Gakkum LHK telah menyusun GAP dan GBS yang tertuang pada Surat 
No.S.936/SET/PROEV/SET.1/12/2019 tanggal 4 September 2019, kepada Kepala Biro 
Perencanaan, Kementerian LHK tentang Penyampaian Dokumen  PUG TA 2020, Ditjen 
GAKKUM KLHK, yaitu Kerangka Acuan Kerja/TOR, Gender Budget Statement, Gender 
Analytical Pathway dengan Total Alokasi Anggaran (TAGGING PENGARUSUTAMAAN 
GENDER ) TA 2020 : Rp. 15.617.449.000,- 

 

3. KELEMBAGAAN 
12 Sebutkan nama Unit Kerja 

Eselon II yang menangani PUG 
di Unit Kerja Eselon I Saudara?  

Pada Ditjen. Gakkum LHK yang menangani PUG II terdapat pada : Sekretariat Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
 

 

13 Apakah ada Kelompok Kerja 
PUG di Unit Kerja Eselon I 
Saudara? Jika ada, ditetapkan 
dengan keputusan apa?  
 

Ada, Ditjen. Gakkum LHK telah membentuk POKJA PUG mulai tahun 2018 ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dengan SK Nomor : 
• SK.12/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2016; 
• SK.17/PHLHK/SET/SET.1/8/2017 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017; 
• SK.15/PHLHK/SET/SET.1/6/2018 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018; 
• SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2019; 

 

14 Jika ada Kelompok Kerja PUG, 
apakah keanggotaannya sudah 
mewakili seluruh Eselon II/UPT 
yang ada di Unit Kerja Eselon I 
Saudara? (bila jawaban 
pertanyaan no 13: Ada)  

Sudah mewakili seluruhnya;  Daftar Kelompok Kerja PUG terlampir di setiap SK SUBPOKJA 
DITJEN GAKKUM KLHK; 
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15 Apakah Unit Kerja Eselon I 
Saudara sudah mempunyai 
Fasilitator? Jika sudah apakah 
sudah tersebar di seluruh:  
a. Unit Kerja Eselon II?  
b. UPT?  

Sudah, Fasilitator pada Ditjen. Gakkum LHK sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian :  
1. 3 (Tiga) Orang di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal, 1 (satu) Orang di Direktorat 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
2. Sedangkan untuk UPT Balai Gakkum belum di seluruh UPT, hanya Balai Gakkum Wilayah 

Kalimantan sebanyak  jumlah 2 Orang . 
 

 

16 Apakah Unit Kerja Eselon I 
Saudara sudah mempunyai 
Rencana Aksi pelaksanaan 
PUG?  

Sudah, tertuang pada : 
1. No.S.936/SET/PROEV/SET.1/12/2019 tanggal 4 September 2019, kepada Kepala Biro 

Perencanaan, Kementerian LHK tentang Penyampaian Dokumen  PUG TA 2020, Ditjen 
GAKKUM KLHK, yaitu Kerangka Acuan Kerja/TOR, Gender Budget Statement, Gender 
Analytical Pathway dengan Total Alokasi Anggaran (TAGGING PENGARUSUTAMAAN 
GENDER ) TA 2020 : Rp. 15.617.449.000,-; 

2. Roadmap PUG Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s/d 2024 

 

4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN 
Sumberdaya Manusia  
17 Apalah Unit Kerja Eselon I 

Saudara sudah mempunyai 
perencana yang terlatih untuk 
melaksanakan PPRG?  

Sudah, Fungsional Perencana ikut di dalam Sosialisasi PUG dan Road Map Gender Ditjen 
GAKKUM KLHK, serta penyusunan RENSTRA 2020 s/d 2024. 

 

18 (Khusus Inspektorat Jenderal) 
Apakah Inspektorat sudah 
mempunyai Inspektur dan atau 
auditor yang sudah dilatih 
PPRG?  

a. Inspektur .... orang  
b. Auditor .... orang 
c. Belum.Mengapa?  
 

 

19 Apakah Unit Kerja Eselon I 
Saudara mempunyai fasilitator 
untuk pelatihan dan 
pendampingan PPRG ?  

a. Sudah, ada 4 (Empat) orang  
- Osten Sianipar 
- Irma 
- Novel Arief 
- Octa Dandy 

 

20 Apakah ada Gender Champion 
di Unit Kerja Eselon I 
senantiasa memberikan 
masukan terkait PUG?  

Sudah, sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.44/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2018, Gender Champion Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 
Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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Anggaran untuk Kelembagaan PUG  
21 Apakah unit kerja eselon I 

Saudara mempunyai alokasi 
anggaran untuk fasilitasi 
pelaksanaan PUG?  

Sudah, Rincian terlampir; 
• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2019  - Hal 18 
• Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2020 - Hal 27 
 

 

22 Apakah ada anggaran dari luar 
untuk fasilitasi PUG misalnya 
dari bantuan Luar Negeri, atau 
Lembaga Masyarakat.  

Ada, Hibah UNDP untuk Kegiatan Penyusunan ROAD MAP GENDER Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. 

 

5. DATA, SISTIM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI UNTUK PROMOSI PUG  
23 Apakah sudah ada: 

a. Unit Kerja Eselon II 
b. UPT 
yang mempunyai pengelola 
data gender yang sudah dilatih?  

Ada.  
 

 

24 Apakah Statistik/Profil gender 
Eselon I sudah ada?  
 

Sudah ada,tertuang pada : 
Dokumen Data Terpilah SDM TA 2017 dan 2018 

- Data Terpilah SDM TA 2017 
- Data Terpilah SDM TA 2018 

Dokumen Rencana Kerja TA 2019 s/d 2020; 
- Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2019 Hal. 49 
- Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2020  Hal 45 s.d 60 
 
Draft Rencana Strategi TA 2020 s/d 2024 
 

- Draft Renstra Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s.d 2024. Hal 7 s.d 10 
 
Road Map Ditjen. Gakkum LHK Tahun 2020-2024 
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- Roadmap PUG Ditjen GAKKUM KLHK 2020 s/d 2024 Hal 16 s.d 17 
25 Apakah ada 

a. Unit Kerja Eselon II 
b. UPT 
yang sudah mempunyai Data 
Terpilah ?  

Sudah, Data Terpilah SDM Tahun 2017 dan 2018, untuk tahun selanjutnya sudah di akomodir 
di dalam Dokumen Rencana Kerja lingkup Ditjen PHLHK. Data Terpilah Penanganan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing masing Eselon II dan UPT Lingkup Ditjen. 
Gakkum LHK sesuai Tugas dan Kewenangan dan Data Terpilah SDM lingkup Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum LHK; 
 

 

26 Apakah data terpilah sudah 
menjadi bagian dari sistem data 
Unit Kerja Eselon I?  

Sudah, Data terpilah SDM dan Capaian Penegakan Hukum menjadi acuan di dalam 
pengambilan keputusan. 
 

 

27 Apakah data dan statistik 
gender sudah dapat diakses 
melalui Website Unit Kerja 
Eselon I?  

Sudah, terdapat pada website Gakkum LHK,  Data dan Statistik Gender Ditjen GAKKUM 
KLHK. 
 

 

28 Dalam rangka promosi 
berkaitan dengan PUG/PPRG, 
apakah Unit Kerja Eselon I 
Saudara mempunyai 
jenis/bahan informasi?  
 

Sudah, dalam bentuk publikasi Video di Kanal Youtube Penegakan Hukum yang Responsif Gender 

dan di publikasikan serta sosialisasikan oleh Bpk Jasmin Ragil SH, MM, Plt. Sekretaris Direktorat 

Jenderal Penegakan Hukum LHK di Hotel Peninsula. Acara PUG, KLHK; 

 

 

6. METODE DAN TOOL  
29 Apakah Unit Kerja Eselon I 

Saudara menerbitkan Pedoman 
Teknis pelaksanaan PUG?  

Sudah, Pedoman Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu di sinkronisasikan dengan Road Map Gender 

GAKKUM KLHK TA 2020 s/d 2024. 

 

30 Apakah Unit Kerja Eselon I 
Saudara menerbitkan Modul 
Pelatihan PUG/PPRG?  

Belum, Rencana penyusunan Modul Pelatihan PUG/PPRG akan  disusun mengacu pada Road 

Map Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020 s.d 2024. 

 

 

7. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 
31 Apakah Lembaga Masyarakat 

(LM), Perguruan Tinggi (PT) 
dan Dunia Usaha (DU) 

Belum, Mengapa? Belum ada arahan/pedoman/ketentuan dari POKJA PUG KLHK, DJA 

Kementerian Keuangan ataupun BAPPENAS terkait Kelompok Kerja PUG mengikutsertakan 

Lembaga Masyarakat (LM), Perguruan Tinggi (PT) dan Dunia Usaha (DU); 
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termasuk dalam Pokja PUG 
Unit Kerja Eselon I Saudara  

 

32 Kegiatan apa yang melibatkan 
Lembaga Masyarakat, PT, dan 
Dunia Usaha dalam proses 
pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender?  

 

Ditjen GAKKUM LHK melakukan kegiatan serah terima kayu temuan ke Lembaga Sosial dan 

Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara di Manado tanggal 7 November 2019.  

 

 

33 Berapa jumlah dan nama dari 
LM, PT dan Dunia Usaha yang 
terlibat dalam kegiatan PUG 
dan kegiatan yang responsif 
gender?  

4 (Empat) Lembaga Sosial dan keagamaan yang meneriman bantuan tersebut, sesuai 
Penetapan Pengadilan Manado No. 01/Pen.pid/2019/PN.MND dan Nomor 
02/Pen.pid/2019/PN.MND tanggal 17 Desember 2018, dengan penerima sebagai berikut : 
1. Lembaga KEsejahteraan Sosial Anak (LKSA) “Sitti Khadijah” Manado,  
2. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) “Hermon Kulu”, Minahasa Utara,  
3. Badan Takmirul Mesjid “Al Mubarokah” Manado dan  
4. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) “Samaria” Pakowa, Manado. 
 

 

8. INOVASI DAN SARPRAS  
34 Apakah Unit Kerja Eselon I 

Saudara mempunyai kegiatan 
Inovasi yang mendukung 
percepatan pelaksanaan PUG?  
 

Sudah, Ditjen GAKKUM LHK melakukan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan 
PUG dengan inovasi, antara lain sebagai berikut :  
1. Center Of Intelligence (Pusat Data dan Informasi Penegakan Hukum LHK); 
2. POS Pelayanan Penegakan Hukum LHK ( POS GAKKUM); 
3. Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK yang Responsif Gender; 
4. Ruang Laktasi, Kamar Mandi yang Responsif Gender; 
5. Mobil Pengawas, Mobil Tahanan Pidana, 

 

35 Apakah Unit Kerja Eselon I 
Saudara (termasuk UPT) 
mempunyai sarana dan 
prasarana responsif gender?  
 

Ya, Ditjen GAKKUM LHK dalam pengelolaan Sarana dan prasarana telah responsive gender 
yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P.3/PHLHK/SET/KAP.0/7/2019 tentang Standar Sarana dan Prasarana 
Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2019; 
 

 

 
 

****
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BAB V PENUTUP 
 
Mengingat bahwa kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive 
gender sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka 
analisis gender dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan, perlu dilakukan dan 
ditingkatkan.  

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perencanaan dan 
Penganggaran yang Responsive Gender seperti lemahnya komitmen para penentu 
kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, mimimnya pakar analisis 
gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya 
informasi dan data terpilah, perlu mendapat perhatian secara seksama agar 
pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan 
dimasa yang akan datang.  

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang 
Responsive Gender oleh BAPPENAS, menjelaskan metode yang dilakukan dengan 
analisis gender, penyusunan GBS, dan pengintegrasian hasil analisis gender dalam 
RKA-K/L. Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan ini dapat disesuaikan dengan 
perkembangan setiap Kementerian/Lembaga.  Sehingga Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan diharapkan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan Petunjuk 
Pelaksanaan tersebut sesuai dengan perkembangan masing-masing 
Kementerian/Lembaga.  

Dengan Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan dapat 
mempermudah dan membantu perencana untuk menyusun anggaran Responsive 
Gender dalam konteks anggaran berbasis kinerja.  

Seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dapat menggunakan Laporan Sub Kelompok Kerja 
Pengarusutamaan Gender 2019-2020 ini sebagai acuan kerja dalam menyusun 
kebijakan/program/kegiatan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang responsive 
gender.  
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 











 
LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN 
NOMOR : SK.8/PHLHK/SET/SET.1/5/2019 
TENTANG 
SUB KELOMPOK KERJA 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL 
PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER 
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
 

No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim 
1 Rasio Ridho Sani Direktur Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

Pengarah 

2 Jasmin Ragil Utomo Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

Penanggungjawab 

3 Damayanti Ratunanda Kepala Bagian Program dan 
Evaluasi, Sekretariat Ditjen 
PHLHK 

Ketua 

4 Yuli Yanti Kepala Subbagian Program dan 
Evaluasi, Setditjen PHLHK 

Wakil Ketua Bidang 
Perencanaan 

5 Eko Novi Kepala Subbagian Evaluasi, 
Pelaporan, Data dan Informasi, 
Hubungan Masyarakat 

Wakil Ketua Bidang 
Evaluasi dan 
Pelaporan 

6 Osten Sianipar Kasubdit Penyelesaian Sengketa 
bidang Sumber Daya Alam 

Wakil Ketua Bidang 
Implementasi, Analisa,  

7 Irma Indrawati Staf Setditjen PHLHK Sekretaris 
8 Erik Armandito BAPPENAS Anggota 
9 Ernawati Eko Hartono Biro Perencanaan, KLHK Anggota (Fasilitator 

POKJA KLHK) 
10 Octa Dandy Saiyar Staf Setditjen PHLHK Anggota 

 
 
 

Tanggal, 31 Juli 2019 
DIREKTUR JENDERAL 

 
 
 
    Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM 
    NIP. 19660711 199203 1 018 
 
 
 
 
 
  















































































































































































Gedung  Manggala  Wanabakti  Blok  4  Lantai  4

Jalan  Gatot  Subroto ,  DKI  Jakarta ,  Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

2020


